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ABSTRAK
Masalah utama yang timbul pada wilayah bekas tambang adalah perubahan lingkungan, berlanjut secara fisik perubahan morfologi dan topografi lahan, serta penurunan produktifitas tanah dengan akibat menjadi tandus atau gundul.Mengacu pada perubahan tersebut perlu dilakukan upaya reklamasi.Selain bertujuan untuk mencegah erosi, reklamasi dilakukan untuk menjaga lahan agar tidak labil dan lebih produktif.Akhirnya reklamasi menghasilkan nilai tambah bagi lingkungan dan menciptakan keadaan yang jauh labih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya.

Bentuk permukaan wilayah bekas tambang pada umumnya tidak teratur dan sebagian besar dapat berupa morfologi terjal.Pada saat reklamasi, lereng yang terjal dibentuk sedemikian rupa demi menjaga keamanan lereng tersebut.Berkaitan dengan potensi bahan galian yang belum dimanfaatkan, diperlukan perhatian mengingat hal tersebut berpotensi untuk ditambang oleh masyarakat atau ditangani agar tidak menurun nilai ekonominya, serta lingkungan menjadi tertata kembali seperti sebelumnya.

Berdasarkan kondisi riil di Kabupaten Kutai Kartanegara berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, maka reklamasi dan pascatambang merupakan kegiatan yang penting sebelum usaha kegiatan pertambangan berakhir. Peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan reklamasi dan pascatambang adalah Pasal 96 huruf (c) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Hasil penelitian penulis dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda dengan diwakili oleh staf Seksi Bidang Pertambangan Umum, Ibu Darlina Manik dan Bapak Sukariamat.Banyaknya perusahaan tambang yang tidak melakukan kegiatan reklamasi dan pascatambang menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten/Kota.Salah satu upaya untuk menjawab permasalahan dan kondisi ini adalah melalui kegiatan atau kewajiban reklamasi tambang.Sejauh ini, kegiatan reklamasi tambang dianggap sebagai suatu metode/upaya yang paling efektif untuk menekan laju kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan minerba.

ABSTRACT

Main problem raises at post-mining area is environmental change physically change of morphology and land topoghraphy and degradation of soil productivity with result either infertility or denudation of land. Based on those changing, though reclamation is neede to be done. Despite avoiding erotion reclamation is done to maintain land ffrom instability and making more productive condition. Finally, reclamation is hopefully to yield added value to environment and creating much better condition compared with the past. 

Surfacial form of post-mining area is generally irregular and mostly as steep morphology. At the time reclamation, steep morphologies are formed to be like as usuall to maintain secured slope condition. Concerning with abandoned mining deposit which have utilitized yet, needed for attention of being potency for either exploitation by public or being managed it in order to avoid decreasing its economic value, also to get back the field like past.

Based on the real condition in the district of Kutai Kartanegara, related to Government Regulation Number 78 Year 2010 about Reclamtion and Post-Mining, so reclamation and post-mining constitute important business activities prior to mining activities end. Legislation governing of reclamation and post-mining is in Pasal 96 (c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 about Mineral and Coal Mining and Pasal 2 (1) Government Regulation Number 78 Year 2010 about Reclamation and Post-Mining.

Research results from the author of Mining and Energy Services in East Kalimantan Province in Samarinda represented bythe generalminingstaffsection, Mrs. Darlina Manik and Mr. Sukariamat. Manymining companiesthatdo notperformreclamationandpost-mininga challenge forthe district /city. An efforttoaddress concerns andthisconditionisthrough theactivityormine reclamationobligations. So farmine reclamationactivitiesare consideredasa method/most effective effortstoreduce the rate ofenvironmental damage caused byminingactivitiesandcoalminerals
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I. PENDAHULUAN
Perencanaan tambang, sejak awal sudah melakukan upaya yang sistematis untuk mengantisipasi perlindungan lingkungan dan pengembangan pegawai dan masyarakat sekitar tambang.
Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2010  ini menyatakan pemerintah mewajibkan perusahaan tambang melakukan reklamasi pada pada lahan terganggu akibat kegiatan usaha pertambangan, meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang tidak digunakan lagi. Lahan di luar bekas tambang antara lain:

a) Timbunan tanah penutup;

b) Timbunan bahan baku/produksi;

c) Jalan transportasi;

d) Pabrik/instalasi pengolahan/pemurnian;

e) Kantor dan perumahan; dan/atau

f) Pelabuhan/dermaga.

Disebutkan juga dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2010 ini bahwa Pelaksanaan Reklamasi wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu. Dimana Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi yang diatur undang-undang yang berlaku.

Pemerintah sebagai pengawas jalannya reklamasi yang dilakukan perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberikan sanski administratif yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2010  ini berupa: 

a) Peringatan tertulis,

b)Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan,
c) Pencabutan izin.

Pembangunan berwawasan lingkungan menjadi suatu kebutuhan penting bagi setiap bangsa dan negara yang menginginkan kelestarian sumberdaya alam. Oleh sebab itu, sumberdaya alam perlu dijaga dan dipertahankan untuk kelangsungan hidup manusia kini, maupun untuk generasi yang akan datang. Karena pada dasarnya manusia merupakan penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan (ekosistem) dengan semakin bertambahnya jumlah populasi manusia, kebutuhan hidupnya pun meningkat, akibatnya terjadi peningkatan permintaan akan lahan seperti di sektor pertanian dan pertambangan. Sejalan dengan hal tersebut dan dengan semakin hebatnya kemampuan teknologi untuk memodifikasi alam, maka manusialah yang merupakan faktor yang paling penting dan dominan dalam merestorasi ekosistem rusak. 

Oleh karena itu diperlukannya suatu reklamasi, perbaikan lingkungan maupun rehabilitasi hutan maupun tanah yang dilakukan Perusahaan tambang yang harus diawasi ketat oleh pemerintah, karena kegiatan pembangunan seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan, sehingga menyebabkan penurunan mutu lingkungan, berupa kerusakan ekosistem yang selanjutnya mengancam dan membahayakan kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Kegiatan seperti pembukaan hutan, penambangan, pembukaan lahan pertanian dan pemukiman, sangat besar kontribusinya terhadap kerusakan ekosistem yang terjadi. Akibat yang ditimbulkan antara lain kondisi fisik, kimia dan biologis tanah menjadi buruk, seperti contohnya lapisan tanah tidak berprofil, terjadi bulk density (pemadatan), kekurangan unsur hara yang penting, pH rendah, pencemaran oleh logam-logam berat pada lahan bekas tambang, serta penurunan populasi mikroba tanah.
Untuk itu diperlukan adanya suatu kegiatan sebagai upaya pelestarian lingkungan agar tidak terjadi kerusakan lebih lanjut. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan cara merehabilitasi ekosistem yang rusak. Dengan rehabilitasi tersebut diharapkan akan mampu memperbaiki ekosistem yang rusak sehingga dapat pulih, mendekati atau bahkan lebih baik dibandingkan kondisi semula.

Reklamasi lahan tambang selain merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan pasca tambang, diharapkan agar menghasilkan lingkungan ekosistem yang baik dan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian yang masih tertinggal. 

Pemerintah Daerah sebagai aparatur pelaksana pembangunan harus lebih baik lagi dalam hal pengawasan pada kegiatan pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melakukan reklamasi maupun rehabilitasi lingkungan dari kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan tambang. Kegiatan pertambangan yang dilakukan merupakan kegiatan usaha yang kompleks dan sangat rumit, merupakan kegiatan usaha jangka panjang, melibatkan teknologi tinggi, padat modal, dan aturan regulasi yang dikeluarkan dari beberapa sektor. Selain itu, kegiatan pertambangan mempunyai daya ubah lingkungan yang besar, sehingga memerlukan perencanaan total yang matang sejak tahap awal sampai pasca tambang. Pada saat membuka tambang, sudah harus dipahami bagaimana menutup tambang. Reklamasi tambang bersifat progresif, sesuai rencana tata guna lahan pasca tambang.
Berdasarkan keuntungan, hasil dari pertambangan sangatlah membantu otonomi daerah, tapi ada hal lain yang sangat meresahkan masyarakat Kutai Kartanegara, banyak truk-truk besar / trailer yang melewati jalur portal, jalur yang seharusnya tidak dilewati dengan kendaraan yang berat. Selain itu akibat dari pertambangan itu pun terlihat dari seringanya banjir dan jalan-jalan umum yang sudah tidak memadai lagi dikarenakan pertambangan-pertambangan yang merajalela.

Hal itu membuat polusi udara yang tidak baik, dan jalan-jalan menjadi rusak. Belum lagi limbah yang dibuat oleh perusahaan tambang tersebut, sangat merugikan warga, dilihat dari efek lingkungan.

Tidak adanya penampungan terhadap limbah dan pembuangan akhir dari sampah-sampah tambang, membuat lingkungan sekitarnya sangat dirugikan, banyak dari masyarakat mendapati sungai-sungai ataupun danau mereka menjadi keruh dan tidak layak pakai, ini akibat kurang pekanya perusahaan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab (khususnya PU bidang Pertambangan) dalam menyelesaikan masalah ini

Sewajarnya Pemerintah ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan ini, karena secara tak langsung pun Pemerintah lah yang menyetujui izin-izin Pertambangan, dan pihak Pekerjaan Umum (PU) di bidang Pertambangan bisa lebih melihat dampak yang disebabkan oleh limbah-limbah hasil Pertambangan, jangan melihat dari segi materinya saja, harus bisa lebih bijaksana.
II. PERMASALAHAN
Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mencari tahu bagaimanakah pelaksanaan reklamasi pasca tambang yang dilakukan oleh perusahaan penambangan batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang dan sejauhmana peran serta tanggung jawab Pemerintah Daerah pasca pengawasan dan pembinaan Reklamasi Tambang di Kabupaten Kutai Kartanegara.
III. METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan pada kantor Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur dan kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda. Adapun metode yang digunakan adalan metode sistematika dam pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukm tertentu dengan jalan mengadakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul. Penulis juga menggunakan penelitian Yuridis Normatif dengan mengelompokkan data menjadi dua bagian yaitu data premier dan data sekunder, penelitian Yuridis Empiris, dan Analisa Data.
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam konteks hukum pertambangan, penetapan sumber daya mineral sebagai kekayaan Negara yang menunjukkan bahwa fungsi sosial bahan galian besar daripada fungsi perorangannya.Oleh karenanya Negara diharapkan dapat mengelola hasil tambang dengan baik, dengan mengatur pemberian hak untuk mengusahakan pertambangan dalam bentuk undang-undang pertambangan, sehingga dapat mencapai maksud dan tujuan pengusahaan kekayaan Negara demi kemakmuran rakyat Indonesia.
Pertambangan sering menjadi topik utama dalam permasalahannya terkait reklamasi dan pasca tambang, karena sering berdampak yang tidak baik bagi lingkungan serta keberlangsungan sumberdaya alam sekitar.Maka dari itu penulis berusaha mencoba mengangkat permasalahan tersebut untuk dijadikan bahan penulisan hukum ini.
Dari data Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat ada 447 perusahaan tambang yang terdaftar dan terdapat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang terbagi dalam 2 (dua) tahapan kegiatan, yaitu kegiatan ekplorasi dan kegiatan produksi.

Semakin besar lahan pertambangan maka akan semakin besar lahan terganggu dan semakin sulit pula proses reklamasi dan pasca tambang yang akan dilakukan oleh perusahan tambang. Sebaliknya bila perusahaan tambang berproduksi dengan hasil produksi skala kecil, akan sedikit pula lahan terganggu yang ditimbulkan dari kegiatan penambangannya.
Kegiatan  reklamasi  lahan  tambang  bertujuan  untuk  memperbaiki  ekosistem lahan  bekas tambang  melalui  perbaikan  kesuburan  tanah  dan  penanaman  lahan  di permukaan. Tujuan lainnya adalah menjaga agar lahan tidak labil, lebih produktif  dan  meningkatkan  produktivitas  lahan  eks-tambang  tersebut.  Akhirnya reklamasi  dapat  menghasilkan  nilai  tambah  bagi  lingkungan  dan  menciptakan keadaan  yang  jauh  lebih  baik  dibandingkan  dengan  keadaan  sebelum pertambangan, kerusakan lingkungan hidup, dan sebagainya.

Sebelum IUP diterbitkan, para pengusaha tambang terlebih dulu menyediakan jaminan reklamasi dan pasca tambang, yang merupakan dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Reklamasi dan Pasca Tambang, sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pada pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang yang penambangannya dilakukan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, rata-rata para pengusaha tambang telah melakukan kegiatan tersebut namun ada yang secara maksimal juga ada yang kurang maksimal.Dari hasil wawancara penulis, didapat keterangan yang tidak bisa diperoleh data keabsahan mengenai besaran jaminan reklamasi dan pasca tambang ini, dengan alasan yang tidak jelas.
Tidak semua perusahaan tambang melakukan kegiatan penambangan secara bersih dan rapi, maksudnya dalam artian bersih dan rapi, yaitu pada kegiatan penambangannya melakukan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku, mulai dari penerbitan izin dikeluarkan hingga proses akhir reklamasi dan pasca tambang. Berdasarkan kondisi riil yang ada maka semua perusahaan tambang seharusnya wajib melakukan reklamasi sesuai dengan Rencana Penutupan Tambang (RPT), namun kebanyakan perusahaan tambang melakukan kegiatan reklamasi tidak sesuai dengan lahan yang sudah digarap.Ada yang secara maksimal, ada pula yang tidak maksimal.
Penjelasan secara rinci mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi terkait Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang yang tercantum dalam ketentuan sebagai berikut : 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usahaa Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yaitu sebagai berikut;  

(1) Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan                pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h paling sedikit meliputi:

a. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen pengelolaan lingkungan atau izin lingkungan yang dimiliki dan telah disetujui;

b. Penataan, pemulihan, dan perbaikan lahan sesuai dengan peruntukannya;

c. Penetapan dan pencairan jaminan reklamasi;

d. Pengelolaan pascatambang;

e. Penetapan dan pencairan jaminan pascatambang; dan
f. Pemenuhan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang dan berkoordinasi dengan pejabat pengawas di bidang lingkungan hidup dan di bidang reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014, antara lain sebagai berikut:

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah untuk melaksanakan program/kegiatan Kementerian ESDM.

(2)  Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Dekonsentrasi di daerah.
Pihak yang terkait untuk bekerjasama dengan  Dinas Pertambangan dan Energi dalam pembinaan serta pengawasan reklamasi dan pasca tambang diantaranya meliputi sebagai berikut:

a. Dinas Pertambangan Kabupaten Kota sebagai penerbit izin 

b. Badan Lingkungan Hidup Provinsi

c. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kota

d. Dinas Kehutanan, jika wilayah tambang termasuk lahan pinjam pakai kawasan hutan. 
Sejalan dengan masalah pembinaan dan pengawasan pada prinsipnya tidak hanya Dinas Pertambangan dan Energi saja yang mengelola dan membina masalah pertambangan namun Badan Lingkungan Hidup juga merupakan pihak yang terkait dalam permasalahan kerusakan lingkungan. Pengelolaan  lingkungan  hidup khususnya yang merupakan  upaya  terpadu  dalam pencegahan  kerusakan  lingkungan  sebagai  dampak  dari  kegiatan  pertambangan menjadi dasar  pemberian  ijin lingkungan  harus membuat  rencana  yang memuat potensi,  masalah  lingkungan  hidup,  serta  upaya  perlindungan  dan  pengelolaan dalam  kurun  waktu  tertentu  sehingga  fungsi  lingkungan  harus  dijaga kelestariannya  demi  memelihara  daya  dukung  dan  daya  tampung  lingkungan hidup. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 secara rinci mencakup tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:  

a. perencanaan,  

b. pemanfaatan,  

c. pengendalian, 

d. pemeliharaan,  

e. pengawasan, dan  

f. penegakan hukum.

Dalam  kaitannya  dengan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup, ke-6  (enam)  poin  di  atas  memiliki  keterkaitan  yang  erat  satu  sama  lain  dan memegang  peranan  penting.  Jika  salah  satu  mengalami  hambatan  maka  akan berpotensi terjadinya kerusakan lingkungan. Demi  menjamin  terjaganya  fungsi  dan  kelestarian  lingkungan  hidup,  maka  perlu adanya  amdal  yang  dapat  menjadi  bahan  pertimbangan  sebelum  mendapatkan ijin lingkungan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan  salah  satu  syarat  yang  harus  terpenuhi  dalam  perizinan pertambangan.  amdal  adalah  kajian  mengenai  dampak  besar  dan  penting  suatu usaha  dan/atau  kegiatan  yang  direncanakan  pada  lingkungan  hidup  yang diperlukan  bagi  proses  pengambilan  keputusan  tentang  penyelenggaraan  usaha dan/atau kegiatan.

Seharusnya dokumen  AMDAL  menjadi  acuan  bagi  pelaksana  kegiatan/usaha  untuk melakukan  pengelolaan  lingkungan  terkait  jenis  kegiatan/usaha  yang  dilakukan, juga  menjadi  acuan  bagi  pemerintah  untuk  melakukan  pemantauan  terhadap pengelolaan  lingkungan  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  pelaku  kegiatan/usaha. 

Adapun nilai  penting  dari  pelaksanaan  AMDAL  adalah  bahwa  pelaksana  kegiatan/usaha, terutama  kegiatan/usaha  yang  menimbulkan  dampak  besar  dan  penting,  tidak sekedar  mengejar  keuntungan  ekonomi  semata  tetapi  “dipaksa”  untuk  juga memikirkan tentang lingkungan dan masyarakat sekitar area kegiatan/usaha yang mana setiap  usaha  dan/atau  kegiatan  yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Dampak  penting  dimaksud  ditentukan  berdasarkan kriteria, yaitu sebagai berikut:

a. Besarnya  jumlah  penduduk  yang  akan  terkena  dampak  rencana  usaha dan/atau kegiatan; 

b. Luas wilayah penyebaran dampak; 

c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung; 

d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; 

e. Sifat kumulatif dampak; 

f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau

g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Sebagai konsekuensi logis bahwa kegiatan pertambangan batu bara selain memberikan dampak positif  bagi  peningkatan  pendapatan  nasional  dan  devisa  Negara,  juga  telah memberikan  dampak  negatif  berupa  penurunan  kualitas  lingkungan  fisik, kimiawi  dan  biologi.  Penambangan  batubara  dalam  skala  besar  telah menyebabkan perubahan bentang alam dan relief, peningkatan laju erosi tanah, sedimentasi,  degradasi  kesuburan  tanah  dan  kualitas  perairan.  Lahan-lahan bekas  tambang  tersebut  cenderung  dibiarkan  terbuka  tanpa  adanya  upaya restorasi lahan sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem.
Dari hasil rekapitulasi sementara Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur didapat laporan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara bahwa terdapat luas lahan terganggu dari 113 perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara sekitar 14.550,14 ha yang belum direklamasi maupun direvegetasi. Sedangkan lahan yang sudah direklamasi dan direvegetasi baru ada 4.240,27 ha.

Sesuai kondisi riil yang ada bahwa lahan terganggu jumlahnya lebih banyak daripada lahan yang sudah direklamasi dan direvegetasi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.Pelaksanaan kegiatan reklamasi wilayah tambang hingga detik ini pun belum begitu terasa efektifitasnya. Kendala hukum dalam implementasi pengaturan reklamasi tambang, di antaranya lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pemegang IUP, IPR atau IUPK yang mengakibatkan banyaknya pelaku usaha pertambangan belum atau tidak melakukan reklamasi dan pasca tambang yang berakibat terhadap pencemaran dan kerusakan Lingkungan.

Untuk memperjelas penjelasan tesebut diatas dapat dirinci dalam data areal terganggu dan reklamasi dari perusahaan pertambangan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah mengikuti kegiatan Program Peningkatan Kinerja Perusahaan (PROPER) Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan mengacu pada Undang-Undang Pertambangan maka peran Pemerintah Daerah memiliki andil lebih besar untuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang tersebut, karena menyangkut kelestarian lingkungan hidup yang terganggu akibat penambangan yang ada.Sedangkan masyarakat juga memiliki peran dalam pengawasan sosial serta pemberian saran, usul, keberatan, pengaduan dan penyampaian informasi untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam hal ini dapat dipastikan bahwa pentingnya informasi maupun pengaduan yang datang dari masyarakat dapat langsung diproses, terkait permasalahan dengan keterlambatan pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pasca tambang, karena masyarakat sekitar lahan penambangan dapat melihat secara langsung tentang bagaimana proses kegiatan penambangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 Menjadi perhatian semua pihak khususnya terhadap permasalahan lingkungan, berkaitan dengan daya rusak reklamasi tersebut apabila tidak dikelola secara tepat akan menimbulkan kerusakan pada sistem-sistem alami (ekosistem) dan lingkungan hidup tempat perusahaan tambang itu beroperasi.
V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang dibuat adalah sebagai berikut :

1.
Hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa implementasi pengaturan reklamasi dan pasca tambang di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, belum dilaksanakan secara maksimal. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya pelaku usaha yang belum melakukan kewajiban reklamasi dan pasca tambang adalah masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha pertambangan yang tidak melaksanakan reklamasi dan pasca tambang serta masih lemahnya kesadaran dan kepatuhan dari para pelaku usaha pertambangan.

2.
Dari hasil penelitian penulis yang didapat dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur dengan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa dari kedua instansi yang tersebut saling berkaitan dalam proses reklamasi dan pengelolaan lingkungan hidup, serta sama-sama bertanggung jawab dalam pengawasan dan pembinaan reklamasi dan pasca tambang di Kabupaten Kutai Kartanegara.
B. Saran
Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut

1.
Seyogyanya Pemerintah Daerah dalam memberikan izin tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 bisa mengelola sisa lahan pasca tambang dengan pengrekalamasian lahan tersebut dengan baik.

2.
Sebaiknya sebelum perusahaan pasca tambang harus membuat perjanjian dengan Dinas Pertambangan untuk tanggung jawab terhadap pasca tambang sebagaimana dalam Dokumen AMDAL yang berlaku.

3.
Seharusnya Perusahaan bertanggung jawab dalam permasalahan dampak lingkungan dari pasca reklamasi ini sangat merugikan bagi masyarakat banyak.

4.
Sejauh ini kegiatan reklamasi tambang dianggap sebagai suatu upaya yang paling efektif untuk pengembalian kondisi tanah agar dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Maka sangatlah diharapkan selain dari peran Pemerintah dalam pembinaan serta pengawasan terhadap kegiatan reklamasi penambangan, peran serta dari masyarakatpun juga memiliki andil besar demi terjaganya kelestarian sumberdaya alam di seluruh wilayah Indonesia.

5.
Seharusnya Peraturan Pemerintah dilakukan secara konsekuen sesuai dengan Peraturan yang ada sekaligus termasuk pembenahan sistem untuk dijalankan lebih baik lagi pada Dinas Petambangan dan Energi baik daerah maupun pusat.
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